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Salah satu permasalahan yang mengemuka pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan Presiden Suharto
adalah masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persoalan ini sebenarnya sudah berkembang
sedemikian rupa pada pemerintahan Soekarno. Karenaitu, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
setelah runtuhnya rezim Suharto menjadi salah satu agenda reformasi yang harus diupayakan.

Kondisi tahun 1950-an sebenarnya awal gejolak politik nasional dewasaitu. Misalnyaterdapat sejumiah
pemberontakan daerah yang menuntut kemerdekaan, seperti Sumatera Barat, Sulawes Selatan dan Sumatera
Selatan. Selain itu masih terdapat pemberontakan kecil yang antara lain terjadi di JawaBarat di awal 1960-
an yang terkait dengan isu etnis Cina. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut merupakan
permasal ahan politik yang pelik dari kedua pemerintahan tersebut.

Upaya untuk memperbaiki kondisi pemerintahan daerah era Suharto dimulai dengan pembentukan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974. Secara teoritis undang-undang tersebut menganut model efisiensi struktural
(Structural Efficiency Model) yang menekankan pada efisiensi penyel enggaraan pemerintah berupa
uniformitas dan pengendalian sebagai pintu intervensi pemerintah dan pengendalian sebagai pintu intervensi
pemerintah pusat. Berdasarkan kriterium ini, pemerintah pusat memangkas jumlah susunan daerah otonom,
pembatasan peran dan partisipasi |lembaga perwakilan rakyat. Selain itu juga ditandai oleh keengganan Pusat
untuk menyerahkan wewenang dan diskresi yang lebih besar kepada daerah otonom. Cenderung
mengutamakan dekonsentrasi daripada desentralisasi. Paradoks di antara efisiensi yang memerlukan wilayah
daerah otonom yang luas agar tersedia sumber daya yang memadai dengan kekhawatiran separatisme jika
daerah otonom terlalu luas.

Ekses dalam pengaturan pemerintahan daerah seperti tercermin dalam Undang-undang No. 5/1974 tersebut
pasca pemerintahan Suharto mendapat reaksi untuk segera diubah. Karenaitu muncul gagasan untuk
reformasi pemerintahan daerah.
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